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ULl No 28 tahun 20014 tentang Hak Cipra

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
mierupakan hak eksklusif vang terdiri atas hak moral dan hak
ehonomi,

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Retentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan
Pasal 25 ndak berlaku rerhadap:

. penggunaan kunpan singkat Cipraan dan/atia produk Hak Terkan
untuk pelaporan peristiva aktual vang ditvjukan hanya  unmuk
keperluan penyediaan informast aktual;

i Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkair hanya untulk
kepentingan penelitian ilmu pengetabuan;

il Penggandaan Ciptaan dan/atan produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajatan, keeuali pertunjukan dan Fonogram yang telah
dilakukan Pengumuman selagai baban agar dan

. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetabuan yang memungkinkan suatu Cipraan dan//atan produk
Hak ‘Terkair dapar digunakan wnpa ben Pelaku Perunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penviaran,

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setdap Orang yang dengan tunpa hak melakukan pelanggamn hak

chonomi sebagaimana dimaksud dalam Pazgal 9 avar (1) hwoaf 1 untuk

Penggunaan Beeara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (saru) mabun dan/atan pidana denda  paling  bamyak

R 1OGLD00,000 (seratus juta rupiab).

Setiap Ovang vang dengan tanpa hak dan/awmu wanpa izin Pencipta

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ckonomi

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avar (1) huraf e, huraf

d, huraf f, dan/ata buraf b unek Penggunasn Secara Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling larma 3 (tga) tahun dan/atau

pidana denda paling banvak Rp300.00000000 (lima ratos juta
rupdal).
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PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul Hukum Pidana
Internasional ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku ini ditulis
dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan
mendalam mengenai prinsip-prinsip, norma, serta mekanisme hukum
pidana yang berlaku di tataran internasional. Sebagai seorang dosen hukum
pidana dan praktisi akademik, penulis menyadari pentingnya membekali
mahasiswa, praktisi hukum, serta masyarakat luas dengan wawasan yang
tidak hanya teoretis namun juga relevan dengan perkembangan hukum
global saat ini.

Buku ini disusun secara sistematis dengan pendekatan ilmiah dan
didukung oleh referensi terkini, baik dari sumber hukum primer maupun
sekunder, termasuk perjanjian internasional, putusan pengadilan
internasional, serta literatur dari ahli terkemuka di bidang hukum pidana
internasional. Dalam penyusunannya, penulis juga berusaha menghadirkan
analisis kritis terhadap isu-isu aktual, seperti kejahatan terhadap
kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, serta pelanggaran berat lainnya
yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

Penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi referensi yang
bermanfaat bagi pembaca dalam memahami kompleksitas hukum pidana
internasional serta turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum
di Indonesia. Kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna
penyempurnaan di masa mendatang. Akhirnya, semoga karya ini dapat
menjadi sumbangan nyata dalam upaya mewujudkan ketertiban, keadilan,
dan perdamaian dunia berdasarkan hukum.

Tim Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

A. KONSEP DASAR HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Hukum Pidana Internasional (HPI) merupakan cabang hukum yang

unik dan kompleks, yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban
individu atas kejahatan-kejahatan berat yang dianggap sebagai ancaman
terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan.
Berbeda dengan hukum pidana nasional yang berlaku dalam batas-batas
teritorial suatu negara tertentu, HPI memiliki karakteristik transnasional
yang melibatkan mekanisme peradilan internasional. Dasar hukum utama
HPI tercantum dalam Statuta Roma 1998 yang mendirikan International
Criminal Court (ICC) sebagai lembaga permanen untuk mengadili pelaku
kejahatan internasional yang paling serius, termasuk genosida, kejahatan
terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. (Setiyono,
2020)

Karakteristik khusus HPI terletak pada sifatnya yang menggabungkan
unsur-unsur hukum internasional dan hukum pidana secara bersamaan.
(Atmasasmita, 2021) Sistem hukum ini tidak hanya mengatur hubungan
antar negara sebagaimana lazimnya dalam hukum internasional publik,
tetapi juga menetapkan standar pertanggungjawaban pidana individu
secara langsung. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam kasus Prosecutor
v. Charles Taylor di Special Court for Sierra Leone, di mana mantan
Presiden Liberia ini diadili dan dihukum atas perannya dalam kejahatan
perang yang terjadi di Sierra Leone, meskipun kejahatan tersebut
dilakukan di luar wilayah negaranya sendiri. Kasus ini menjadi contoh
nyata bagaimana HPI beroperasi melampaui batas-batas yurisdiksi
nasional.
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BAB I1
SUMBER HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL

A. SUMBER HUKUM PRIMER
Sumber hukum pidana internasional merupakan landasan normatif

yang membentuk kerangka hukum bagi pertanggungjawaban individu atas
kejahatan internasional. Sistem hukum ini bersifat unik karena
menggabungkan unsur-unsur hukum internasional publik dengan prinsip-
prinsip hukum pidana, menciptakan suatu rezim hukum khusus yang
mengatur kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat
internasional secara keseluruhan. Sumber-sumber hukum pidana
internasional dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori
berdasarkan sifat dan tingkat otoritasnya dalam sistem hukum
internasional.

Statuta Roma 1998 yang mendirikan /nternational Criminal Court
(ICC) merupakan sumber hukum primer paling penting dalam hukum
pidana internasional kontemporer. Dokumen bersejarah ini tidak hanya
membentuk kerangka institusional bagi pengadilan pidana internasional
permanen pertama di dunia, tetapi juga secara komprehensif
mengkodifikasikan prinsip-prinsip hukum pidana internasional dan
definisi kejahatan inti (core crimes). Statuta Roma secara khusus mengatur
empat kategori kejahatan utama yaitu genosida, kejahatan terhadap
kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, yang masing-masing
dirumuskan dengan rinci dalam pasal-pasalnya.
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BAB III
PRINSIP-PRINSIP HUKUM
PIDANA INTERNASIONAL

A. PRINSIP LEGALITAS (NULLUM CRIMEN SINE LEGE)

Prinsip legalitas yang dikenal dengan adagium Latin “nullum crimen
sine lege, nulla poena sine lege” merupakan pilar fundamental dalam
hukum pidana internasional yang menegaskan bahwa tidak ada seorang
pun dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada
sebelumnya. Prinsip ini berfungsi sebagai jaminan perlindungan hak asasi
manusia terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan dan menjadi dasar
legitimasi sistem peradilan pidana internasional. Dalam konteks hukum
pidana internasional, penerapan prinsip legalitas memiliki karakteristik
khusus yang membedakannya dari penerapan dalam sistem hukum
nasional.

Asal-usul prinsip legalitas dalam hukum pidana internasional dapat
ditelusuri kembali ke Persidangan Niirnberg, di mana para terdakwa
mengajukan keberatan bahwa mereka diadili berdasarkan hukum yang
dibuat setelah perbuatan dilakukan. Mahkamah Militer Internasional
menolak argumen ini dengan alasan bahwa pelanggaran terhadap hukum
dan moralitas internasional yang dilakukan oleh Nazi sudah jelas diketahui
sebagai perbuatan kriminal bahkan sebelum Perang Dunia II. Putusan ini
menciptakan preseden penting bahwa dalam konteks kejahatan
internasional yang sangat serius, prinsip legalitas dapat ditafsirkan secara
lebih fleksibel dibandingkan dalam hukum pidana nasional.

Statuta Roma 1998 secara eksplisit mengatur prinsip legalitas dalam
Pasal 22-24, yang mencakup empat komponen utama: nullum crimen sine
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BAB IV
KEJAHATAN
INTERNASIONAL
(CORE CRIMES)

A. GENOSIDA
Genosida merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam hukum

pidana internasional, yang didefinisikan dalam Pasal II Konvensi Genosida
1948 sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan
seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Berbeda
dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat menargetkan populasi
sipil secara luas, genosida memiliki karakteristik khusus karena
mensyaratkan adanya dolus specialis (niat khusus) untuk memusnahkan
kelompok tertentu. Unsur ini membedakan genosida dari kejahatan
kekerasan massal lainnya dan menjadi tantangan utama dalam pembuktian
di pengadilan internasional.

Unsur-unsur genosida terdiri dari dua komponen utama: actus reus
(tindakan fisik) dan mens rea (unsur mental). Actus reus mencakup lima
kategori tindakan yang tercantum dalam Konvensi Genosida: (1)
pembunuhan anggota kelompok; (2) penganiayaan fisik atau mental yang
berat; (3) penciptaan kondisi kehidupan yang menghancurkan; (4)
pencegahan kelahiran dalam kelompok; dan (5) pemindahan anak-anak
secara paksa ke kelompok lain. Sementara itu, mens rea mensyaratkan
pembuktian bahwa pelaku memiliki niat khusus untuk menghancurkan
kelompok tersebut secara keseluruhan atau sebagian.
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Era plobalisasi yang semakin kompleks, kejabatan lintas bata$ negara seperti genosida,
kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan apresi menjadi ancaman sering bagi perdamaian
dunia. Buku Hukim Pidana Internavional hadir sebagai pandusn komprehensif untuk memahami
mekanisme hukum yang mengatur penegakan keadilan di tingkat internasional. Dengan pendekatan
ilmiah yang sistematis, buku ini tidak hanya mengupas konsep dasar hukum pidana internasional tetapi
Jjuga memberikan analisis mendalsm tentang isu-isu kontemporer yang relevan dengan perkembangan
hukum global,

Buku ini dibuka dengan gambaran umum lentang konsep dasar hukum pidana intermasional,
termasuk mwjuan dan fungsi utamanya. Salah satu prinsip mendasar yang dijelaskan secara rinei adalah
willunt erimen sine lege (tidak ada kejahatan tanpa hukum), vang menjamin hahwa setiap tindakan
pidana hams didasarkan pada aturan hukum yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini menjadi fondasi
utama dalam membangun sistem hubum yang adil dan transparan di tingkat internasional.

Salzh satu sorotan utama dalam buku imi adalah pembahasan temtang Mahkamah Pidana
Internasional (ICC) sebagai lembaga permanen yang bertugas mengadili pelaku kejahatan mternasional.
Penulis menyoroti pentingnya prinsip komplementaritas, di mana ICC hanya akan turun tangan jika
pengadilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia mengadili kasus tertentu, Namun, ICC tidak Juput
dari kritik, terotama terkait persepsi selektivitas dalam penegakan hukum. Misalnya, sebagian besar
kasus vang ditangani [CC berasal dari negara-negara Afrika, sementara kejahatan serupa di belahan
dunia lain sering kali huput dari perhatian, Kritik ini mencerminkan tantangan politik vang kerap
memengarnhi proses peradilan internasional,

Buku ini juga membahas empat jenis kejahatan inti yang menjadi yurisdiksi ICC: genosida,
kejehatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Pembazhasan tentang genosida,
misalnya, dilengkapi dengan studi kasus Rwanda 1994, di mana sekitar 800,000 orang Tutsi dan Hutu
moderal dibantai dalam waktu 100 hari. Penulis menjelaskan bagaimana unsur-unsur genosida,
termasuk acfus ress (tindakan fisik) dan meny rea (unsur mental), harus dipenuhi untuk membuktikan
miat khusus (dofus specialls ) dalam melakukan kejahatan tersebut. Kasus Myanmar terhadap etnis
Rohingya juga menjadi contoh aktual yang menunjukkan tantangan dalam membuktikan genosida di era
modern.

Selain 1tu, buku ini menyoroti sumber-sumber hukum internasional, baik primer maupun
sekunder, serta hierarki dan konflik antara sumber-sumber tersebut. Penulis memberikan contoh nyata
tentang ketégangan antara prinsip imunitas pejabat negara dalam hukum nternasional umum dengan
prinsip pertanggungjawaban pidana individy, Contohnya adalah kasus Presiden Sudan Omar al-Bashar,
di mana 1CC mengeluarkan surat perintah penangkapan meskipun ia masih menjabat. Implementasi
keputusan 1CC sering kali menghadapi kendala politik dan praktis, terutama karena tidak semun negara
anggota ICC sepenuhnya mendukung keputusan tersebut.

Pendekatan deskriptif dan analitis yang digunakan dalam buku ini membuat pembaca merasa
digjak untuk menyelami dinamika hukum pidana internasional secara mendalam. Penulis juga
menyoroti peran Dewan Keamanan PBB dalam menangani genosida dan kejahatan intermasional
laimnya, Kegagalan mencegah genosida Rwanda dan réspon lambat terhadap Darfur menunjukkan
keterbatasan sistem internasional, namun pembentukan pengadilan ad hoc seperti ICTR dan ICTY
mencerminkan upayauntok memperkuat akuntabilitas.,

Di gkhir buku, penulis mengajak pembaca untuk merefleksikan masa depan hukum pidana
internasional. Era digital membawa tantangan baru, seperti kejahatan siber internasional, yang
memerlukan adaptasi sumber hukum dan mekanisme penegakan. Bukm ini tidak hanya menjadi referensi
akademik yang berharga tetapi juga menginspirasi pembaca untuk berpikir kritis tentang bagaimana
hukum dapat menjadi alat untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan damai,

Dengan bahasa vang lugas namun tetap ilmiah, buku ini cocok untuk mahasiswa, praktisi
hukum, dan masyarakat umuem yvang ingin memahami kompleksitas hukum pidana miemasional,
Melalul analisis mendalam dan studi kasus aktal, Hukum Pidana Internasional berhasil menjadi
sumbangan penting dalam wacana hukum global.
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